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Daam usaha peningkatan pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang
dikaitkan dengan program transmigras, telah dikeluarkan Instruks Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan pola
Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.

Merupakan lampiran dari Instruksi Presiden No.1 Ttahun 1986 tersebut adalah Pedoman

Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan

Program Transmigrasi.

Pengamatan kami selama ini terhadap pelaksanaan Inpres tersebut di  lapangan

membuktikan adanya hambatan kelancarannya seperti berikut ini.

1. Masaah yang menimbulkan hambatan adalah praktek pelaksanaan butir 11.5.b.3)
Lampiran Inpres No.1 tahun 1986 yang antara lain berbunyi :

"Kewgjiban perusahaan inti bertindak sebagai pelaksanaan penyigpan lahan
pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk
teknis dari Departemen Transmigrasi.”

2. Pada kenyataannya perusahaan inti yang .ditunjuk memang mempunyai kemampuan
daam membangun perkebunan, tetapi kurang memiliki kemampuan dalam bidang
penyiapan lahan dan pembangunan perumahan transmigran.

Terbukti bahwa perusahaan tersebut tidak termasuk di dalam Daftar Rekanan Mampu
(DRM) di daerah lokas transmigrasi tersebut berada. Pemaksaan perusahaan inti
melaksanakan pembangunan sarana transmigras telah menimbulkan berbagai
kendaa

Sebagai contoh dapat kami gambarkan pekerjaan penyiapan pemukiman Proyek Inti
Rakyat Transmigras (PIR Trans) di Baras Kabupaten Mamuju Sulawes Selatan oleh
PT. Unggul Widya Teknologi Lestari (PT. UWTL). Hasl pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa PT. UWTL tersebut tidak mampu
melaksanakan dengan baik pelaksanaan pekerjaan yang berasal dari pekerjaan tahun
anggaran 1987/1988, 1988/1989 dan tahun anggaran 1989/1990. Namun untuk tahun
anggaran 1990/1991 karena terikat oleh Lampiran Inpres No.1 Tahun 1986, Menteri
Transmigras telah menunjuk lagi PT UWTL.

Dari hasil pemeriksaan Kantor Perwakilan BPKP Propins Sulawes Selatan ternyata
bahwa hasil pekerjaan PT. UWTL untuk pekerjaan tahun anggaran 1990/1991 pun
banyak kekurangannya.

3. Memperhatikan butir 11.6.c Lampiran Inpres No.1 Tahun 1986 yang antara lan
berbunyi :

"Pembiayaan untuk pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan, perumahan
peserta, penyediaan air bersih, sarana penunjang dan pemukiman dilakukan oleh
Pemerintah melalui anggaran Departemen Transmigrasi.”

Memperhatikan pula butir 11.8.a Lampiran Inpres No0.111986 tersebut yang
berbunyi :



Petani peserta berkewajiban untuk :

membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut
kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh Bank Pemerintah.

Dari bunyi teks di atas biaya lahan pekarangan dan perumahan yang dibiayai melalui
anggaran Departemen Transmigras tidaklah termasuk kredit lunak jangka panjang
yang harus dibiayal oleh paratransmigran selaku petani peserta.

Bertolak dari kenyataan ini, kami menyarankan agar butir 11.5.b.3) dari Lampiran
Instruks Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tersebut dihapuskan sgja.
Kdau dinea ini dihapuskan, Menteri Transmigras akan lebih leluasa di dalam
menetapkan pelaksanaan penyigpan lahan pekarangan dan pembangunan rumah
transmigran.

Ha ini pun akan lebih menguatkan pelaksanaan diktum KEDUA butir 3 dari Inpres
No.1 Tahun 1986 tersebut, yang berbunyi :

"Menteri Transmigras melaksanakan penyediaan, persigpan, termasuk latihan dan
pengiriman transmigran peserta proyek PIR-Trans serta menyelenggarakan penyiapan
lahan pangan, pembangunan pemukiman dan pembinaan transmigran.”

Disamping itu dengan dihapuskannya butir 11.5.0.3) ketentuan ini sudah segjaan
dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia N0.29 Tahun 1984
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Atas perhatian Bapak Menteri, kami mengucapkan, terimakasih.
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